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ABSTRAK

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA BUMDES SEHATI
DESA MARGOREJO LAMPUNG SELATAN

Oleh
GINTA ROKA ANDARA

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakah salah satu subjek pajak
penghasilan badan maka dari itu BUMDes memiliki kewajiban yang sama dalam
membayarkan pajaknya. Namun sampai saat ini tidak sedikit jumlah BUMDes
yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang
berlaku. BUMDes Sehati merupakan Badan Usaha Milik Desa yang bergerak
dalam bidang jasa, sewa, hingga barang dagang. BUMDes Sehati merupakan
salah satu BUMDes yang sangat berkembang di Lampung Selatan khususnya
Kecamatan Jati Agung sehingga penulis tertarik untuk menulis laporan tentang
tata cara perhitungan pajak penghasilan badan pada BUMDes Sehati. Laporan
akhir ini bertujuan untuk menjadi gambaran bagaimana tata cara perhitungan
pajak penghasilan badan pada BUMDes Sehati Margorejo. Penulisan laporan
akhir ini menggunakan metode deskritif kualitatif. Jenis data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan adalah
dengan cara wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan dari
laporan akhir ini adalah bahwa ada beberapa biaya operasional yang dihitung
sebagai pengurang penghasilan yang ada pada laporan laba rugi BUMDes Sehati
tidak diakui secara fiskal atau biaya-biaya tersebut tidak dapat dijadikan sebagai
pengurang penghasilan.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara untuk menjadi kepentingan
bersama warga Negara Indonesia. Pajak sampai saat ini masih menjadi sumber
penerimaan dan pendapatan negara terbesar, guna mempermudah rakyat dalam
melakukan pembayaran pajak pemerintah indonesia menerapkan sistem self
assessment system dimana rakyat dihimbau menjadi lebih mandiri dalam
pemungutan pajak dan wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri
besar pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak sesuai dengan undang-undang
perpajakan yang berlaku. Dengan adanya kebijakan tersebut ternyata sangat
efektif untuk rakyat dan pemerintah dimana di era pandemik ini beberapa kegiatan

diatur dan dibatasi ketat oleh pemerintah.

Pemerintah melalui UU No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU
No. 7 tahun 1983 pasal 2 ayat 1 tentang pajak penghasilan pemerintah
menetapkan badan sebagai subjek pajak penghasilan. Pajak Penghasilan Badan
merupakan salah satu jenis pajak di Indonesia, pajak penghasilan yang dikenakan
atas badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh badan
selama 1 tahun. Tinggi atau rendahnya beban pajak penghasilan yang dibebankan

tergantung dari pendapatan atau penghasilan yang diperoleh.



Sampai saat ini masih banyak wajib pajak badan yang menganggap pembayaran
pajak merupakan sebuah beban yang dapat mengurangi laba, pemerintah akan
berusaha mengoptimalkan pajak yang dapat dipungut dari wajib pajak sedangkan
wajib pajak akan berupaya mengoptimalkan beban untuk memperkecil beban
pajak. Upaya untuk mengoptimalkan beban sesuai dengan peraturan yang berlaku
disebut tax planning atau perencanaan pajak. Menurut Chairil (2013:7)
Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau
kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak
penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal,
sepanjang hal ini dimungkinkan oleh undang-undang. Perencanaan pajak
merupakan tindakan yang legal karena tindakan ini memanfaatkan hal-hal yang
tidak diatur oleh undang-undang, tujuannya bukan untuk menghindari
pembayaraan pajak namun untuk mengatur besarnya pajak agar tidak melebihi

beban pajak yang seharusnya.

BUMDes Sehati merupakan badan usaha milik desa yang bergerak di bidang jasa,
dagang, dan sewa. Pada dasarnya BUMDes merupakan badan usaha yang
memiliki kedudukan yang sama sebagai Wajib Pajak berbentuk Badan Usaha,
BUMDes Sehati mulai dibentuk dan beroperasi sejak tahun 2017 dengan harapan
BUMDes ini dapat menjadi tulang punggung masyarakat desa khususnya Desa
margorejo Lampung Selatan, BUMDES Sehati berorientasi untuk menghasilkan
laba semaksimal mungkin, salah satu pengeluaran yang dapat mempengaruhi laba

adalah beban pajak yang harus dibayarkan.



Koreksi fiskal merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam Tax
Planning atau Perencanaan Pajak, dalam perhitungan pajak penghasilan badan
sering kali terdapat perbedaan antara perhitungan komersial dan perhitungan
fiskal, dimana ada beberapa perhitungan komersial yang tidak diakui oleh fiskus
dikarenakan adanya perbedaan tersebut maka bisa terjadi perbedaan perhitungan
pajak menurut perusahaan dan menurut perpajakan. Maka dari itu perlunya
pendampingan dalam perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh
BUMDes agar perhitungan pajak penghasilan badan BUMDes dapat sesuai

dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis laporan akhir
tentang “Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada BUMDes Sehati

Desa Margorejo Lampung Selatan”

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dapat di identifikasi bahwa masalah yang akan
penulis bahas pada laporan akhir ini adalah “Bagaimana Perhitungan Pajak

Penghasilan Badan Pada BUMDes Sehati Margorejo?”

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir
Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah diatas tujuan penulisan
laporan akhir ini adalah untuk menjadi gambaran bagaimana tata cara perhitungan

pajak penghasilan badan pada BUMDes Sehati Margorejo.



1.4 Manfaat Penulisan Laporan Akhir

1. Bagi Akademisi : Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai
Pajak penghasilan (PPh).

2. Bagi Praktisi : Sebagai informasi bagi masyarakat BUMDes Sehati Margorejo
pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya mengenai pajak penghasilan

(PPh).



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan, Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang
olen orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa bedasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Dasar Hukum Pajak

Pajak suatu negara memiliki dasar hukum untuk menjalankan fungsinya. Adapun

undang-undang yang menjadi landasan hukum pajak di Indonesia sesuai apa yang

dikehendaki oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

diantaranya beberapa undang-undang :

a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

¢. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai



2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Mustagien (2014) fungsi pajak dijabarkan sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran - pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas - tugas rutin
negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya
ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dengan ini pajak digunakan untuk
pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan
lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari
tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran
rutin.Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai
kebutuhan pembiayaan pebangunan yang semakin meningkat dan ini terutama
diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (regulerend).
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.
Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai
tujuan. Contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik Dalan
Negeri maupun Luar Negeri diberikan berbagai macam fasilitas berupa
keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi Dalam Negeri,
pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas.
Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang

berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal



ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di
masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan.
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai
semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan

sehingga dapat membuka kesempatan.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2017:12) pajak dikelompokan menjadi 3, yaitu :

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi :
a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebannya tidak dapat dilimpahkan
pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang
bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebannya dapat dilimpahkan
kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifat
Pembagian pajak menurut sifat yang dimaksudkan pembedaan dan
pembagainnya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut :
a. Pajak Subjektif
Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti
memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
b. Pajak Objektif
Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib
pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPnBM)



3. Menurut Pemungut dan Pengelolaannya, dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah Pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Petambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame,
Pajak Hiburan,Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB, Pajak

Bumi dan Bangunan sektor perkotaan)

2.2 Pajak Penghasilan
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pajak penghasilan adalah
pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan

jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Badan
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang
Pajak Penghasilan.
2. Pasal 6 dan penjelasan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang biaya-biaya
yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
3. Pasal 9 dan penjelasan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang biaya-biaya

yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.



4. UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, Pasal 17 berfungsi dalam mengatur
tarif yang diberlakukan Pemerintah terhadap Subjek Pajak.

5. UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, Pasal 4 tentang Objek Pajak.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, harta warisan yang berlum dibagi,

badan, dan BUT. Namun, berdasarkan domisilinya, subjek pajak penghasilan

mencakup subjek PPh dalam negeri dan luar negeri.

a. Subjek PPh Dalam Negeri
Subjek pajak PPh dalam negeri adalah WNI/WNA yang bekerja dan
memperoleh penghasilan serta berdomisili di Indonesia lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak namun
seseorang yang menerima penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) senilai Rp. 54.000.000 tidak wajib membayar pajak
penghasilan.
b. Subjek Pajak Penghasilan Badan Dalam Negeri

Subjek pajak penghasilan badan meliputi semua perusahaan yang
melakukan aktivitas usahanya di Indonesia. Sebuah badan terkena
kewajiban membayar subjek pajak penghasilan dalam negeri ketika mulai
didirikan atau bertempat kedudukan atau memperoleh penghasilan di
Indonesia.
Namun, ada pengecualiannya yakni unit tertentu dari badan pemerintah
yang memenubhi kriteria sebagai berikut:
1. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APBD).
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2. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau
pemerintah daerah.
3. Pembukuannya diperiksa oleh apparat pengawasan fungsional negara.
Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP), yang termasuk subjek pajak penghasilan badan dalam negeri
adalah:
1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Perseroan Lainnya
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
6. Firma
7. Kongsi
8. Koperasi
9. Yayasan
10. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
c. Subjek PPh Badan Luar Negeri
Subjek pajak penghasilan badan luar negeri adalah badan yang tidak
berkedudukan atau didirikan di Indonesia tetapi menjalankan aktivitasnya

dan memperoleh penghasilan di Indonesia

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan
Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

dalam pasal 4 ayat (1) yang merupakan objek pajak penghasilan adalah:
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1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,
uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain
dalam undangundang ini.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

3. Laba usaha atau penghasilan yang diperoleh perusahaan.

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya
karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha.

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau
sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan
atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang
bersangkutan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan

pengembalian utang.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan
asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
Royalti atau imbalan atas pengguna hak.

Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta.

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala atau yang memberi manfaat.

Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu

yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

Premi asuransi.

luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

Tambahan kekayaan Netto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas,
seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris,
akuntan, pengacara, dan sebagainya.

b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.

c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga,
dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan,
dan sebagainya.

Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke

dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:

1) Keuntungan karena pembebasan utang.
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2) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
3) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

4) Hadiah undian.

2.2.5 Pajak Penghasilan Badan

Seperti yang telah diuraikan diatas Badan merupakan salah satu subjek pajak.
Badan terdiri dari Perseroan Terbatas, BUMN, BUMN, BUMDes atau organisasi
lainnya. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU
PPh) Pajak badan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan atau penghasilan
suatu badan. Penghasilan disini adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis
yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dengan keperluan apapun termasuk
menambah kekayaan, investasi dan lain sebagainya.

Fiskal mengelompokkan penghasilan tersebut menjadi 3 kelompok sebagaimana
tertera pada Pasal 4 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan yaitu:

1. Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan

2. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final

3. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan

Pengelompokkan penghasilan ini nantinya akan menjadi dasar perhitungan PPh
badan terutang dimana kelompok penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
penghasilan tidak dapat menjadi pengurang laba. Dan lebih lanjutnya tentang
pengelompokkan tersebut terurai dalam UU Pajak Penghasilan No. 26 Tahun

2008 Pasal 4 ayat 1,2 dan 3.
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2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan

atau disebut juga dengan penghasilan kena pajak (PKP), pencatatan dan

pembukuan perusahaan wajib sesuai dengan ketentuan perpajakan pasal 36 UU

KUP agar perhitungan penghasilan kena pajak tetap dan sesuai.

Tarif Pajak Penghasilan WP Badan dan BUT adalah:

1. Berdasarkan UU No. 36 2008 bahwa tariff pajak WP Badan sebesar 28%
sejak tahun 2009

2. Kemudian tarif pajak WP Badan turun menjadi 25% untuk tahun pajak 2010

3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak
Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, Melalui kebijakan
tersebut pemerintah menurunkan tarif WP Badan yang semula 25% menjadi
22% Pemerintah juga memberikan fasilitas berupa pengurangan tariff PPh
bagi WP Badan sebesar 50%, fasilitas ini diberikan kepada badan yang
peredaran brutonya sampai dengan sebesar Rp. 4.800.000.000,-.

4. Pertahun 2022 WP UMKM dengan peredaraan bruto dibawah Rp.
500.000.000 tidak dipungut pajak. Peraturan ini berdasarkan Undang-Undang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Tabel 2.1
Tarif PPh Badan tahun 2020-2021
Peredaran .

usaha/Penjualan Tarif Dasar Hukum
< 4.800.000.000 50% x 22% Pasal 31E
4.800.000.000 - 50% X 22% Pasal 31E
50.000.000.000 22% Pasal 17
> 50.000.000.000 22% Pasal 17

Sumber : Peraturan Pemerintah Rl No. 30 Tahun 2020
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2.3 Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25

PPh 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang wajib dibayarkan sendiri oleh
wajib pajak badan untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan. Tujuannya
untuk meringankan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak badan

mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.

2.4 Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Wajib Pajak dapat memanfaatkan Tax Planning dalam melakukan manajemen
penghasilan atau perpajakan usaha, cara ini dapat dilakukan sebagai perencanaan
pajak tanpa melakukan pelanggaran Undang-undang dan ketentuan perpajakan
yang berlaku. Pada umumnya perencaan pajak ini adalah suatu proses merekayasa
usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak dapat berada pada jumlah yang
minimal tetapi tetap dalam rangka peraturan perpajakan. Namun, perencanaan
pajak ini juga dapat menjadi hal yang positif sebagai perencaan kewajiban
perpajakan secara utuh, akurat, dan tepat pada waktunya.

Alasan umum mengapa sampai Saat ini perusahaan masih menggunakan
perencanaan pajak adalah dikarenakan perusahaan masih menganggap bahwa
pajak adalah suatu bebam yang dapat mengurangi laba atau penghasilan suatu
perusahaan. Dengan demikian perusahaan berusaha meminimalkan bahkan
menghindari beban pajak yang menjadi suatu kewajiban perusahaan, sehingga tax
planning sampai saat ini masih menjadi opsi utama perusahaan dalam
meminimalkan beban pajaknya tanpa melanggar ketentuan serta tetap berada pada

bingkai perpajakan.
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2.5 Koreksi Fiskal
Koreksi Fiskal merupakan suatu kegiatan pencatatan yang wajib dilakukan
seorang wajib pajak, umumnya koreksi ini dilakukan karena adanya perbedaan
antara perlakuan atas pendapatan maupun biaya antara standar akuntansi dengan
aturan perpajakan yang berlaku, kegiatan koreksi ini wajib dilakukan sebelum
menentukan besarnya beban pajak wajib pajak badan maupun orang pribadi.
Terjadinya perbedaan antara perlakuan atas pendapatan maupun biaya antara
standar akuntansi dengan aturan perpajakan yang berlaku dikarenakan adanya
perbedaan kepentingan Negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu
unsur kebijakan fiskal. Perbedaan ini dibedakan menjadi 2 yaitu:
1. Beda Waktu
Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan antara ketentuan perpajakan
dengan komersial yang menyangkut penghasilan maupun biaya yang sifatnya
sementara. Contohnya penyusutan amortisasi.
2. Beda Tetap
Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan antara ketentuan perpajakan
dengan komersial menyangkut penghasilan maupun biaya yang sifatnya
permanen.
Contohnya sanksi administrasi perpajakan menurut standar akuntansi keuangan
sanksi administrasi perpajakan dapat dikurangkan sebagai biaya sedangkan
menurut ketentuan perpajakan sanksi tersebut tidak dapat dikurangkan.
Dengan demikian dengan adanya perbedaan seperti diatas, maka perlu

dilakukannya koreksi. Koreksi tersebut berisi atas 2, yaitu:



a. Koreksi Positif
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Koreksi positif adalah penyesuaian positif yang terjadi karena adanya

perbedaan antara pengakuan komersial dengan ketentuan perpajakan yang

mengakibatkan laba kena pajak bertambah besar

b. Koreksi Negatif

Koreksi negatif adalah penyesuaian negatif yang terjadi karena adanya

perbedaan antara pengakuan komersial dengan ketentuan perpajakan yang

mengakibatkan laba kena pajak bertambah kecil.

Tabel 2.2
Daftar Koreksi Fiskal Terhadap Beban

Dedu Non-.
Beban Usaha ctible dedluctlb Ketentuan Dasar Hukum
e
Biaya yang dikeluarka
nuntuk menagih,
mendapatkan, dan
memelihara penghasilan.
o Prinsip realisasi \ Pasal 28 UU KUP
o Konservatif / penyisihan \
Biaya yang dikeluarkan
untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara
penghasilan yang bukan
objek PPh atau pengenaan
PPhnya Final
1. Gaji/ upah \ PPh Pasal 21 | Pasal 6 UU PPh
2. Tunjangan PPh Pasal 21 \ PPh Pasal 21 | PER-15/PJ/2006
3. PPh dibayar perusahaan N Pasal 9 huruf h UU
PPh PER-15/PJ/2006

4. Premi asuransi jiwa N PPh Pasal 21 | Pasal 9 huruf d UU
pegawai dibayar perusahaan PPh
5. Premi asuransi jiwa untuk N Pasal 9 huruf j UU
pemilik/ pemegang saham PPh
dan keluarganya
6. luran Jamsostek PPh Pasal 21 | PP No 14 Tahun

a. JKK v 1993

b. JKM \ Pasal 9 huruf d UU




18

c. JPK V PPh
d. luran JHT PER-15/PJ/2006
> Di baya rperusahaan \ PP No 14 Tahun
> Di bayar pegawai 1993
\
7. luran pensiun ke dana Pasal 6 huruf c UU
pensiun yang disahkan PPh
Menteri Keuangan PER-15/PJ/2006
> Di bayar perusahaan \
> Di bayar pegawai J
8. luran pension ke Dana
Pensiun yang belum disahkan
Menteri Keuangan
9. THR v PPh Pasal 21 | PER-15/PJ/2006
10. Uang lembur (overtime) \ PPh Pasal 21 | PER-15/PJ/2006
11.Pengobatan:
a. Cuma-Cuma Natura Pasal 9 hurufe UU
PPh
b. Penggantian pengobatan \ PPh Pasal 21 | Pasal 6 (1) UU PPh
c. Tunjangan pengobatan \ PPh Pasal 21 | Pasal 6 (1) UU PPh
12. Pemberian imbalan dalam Pasal 9 huruf e UU
bentuk natura dan PPh
kenikmatan, missal: mobil,
sembako dsb
13. Pemberian makan kepada \ KMK 466/KMKO04/
crew kapal/ pesawat dalam 2000
perjalanan
14. Pemberiandalambentuk KMK 466/KMKO04/
natura dan kenikmatan 2000
a. Pengeluaran untuk KEP-312/PJ/2001
penyediaan makanan/ \
minuman bagi seluruh
pegawai, termasuk dewan
direksi & dewan komisaris di
tempat kerja.
b. Penggantian dalam bentuk
natuna & kenikmatan di
daerah tertentu:
> Di bayar perusahaan v

> Di bayar pegawai
>Sepanjang fasilitas tersebut
tidak tersedia, yaitu

1. Tempat tinggal/
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perumahan pegawai

2. Pelayanan kesehatan

3. Pendidikan pegawai
&Kkeluarganya

4. Pengangkutan bagi
pegawai & keluarganya

5. Olah raga bagi pegawai
&Kkeluarganya. Sarana
olahraga tidak termasuk golf,
boating, pacuan kuda.

c. Dalam rangka &berkaitan
dengan pelaksanaan kerja:

> Beban antar jemput
karyawan

>Penyediaan makan/ minum
untuk awak kapal & pesawat

d. Untuk keamanan/
keselamatan kerja yang
diwajibkan, misal: pakaian &
peralatan bagi pegawai
pemadam kebakaran, proyek,
pakaian seragam pabrik,
hansip/satpam

e. Berkenaan dengan situasi
lingkungan, misal:

>Pakaian seragam pegawai
hotel/ penyiar TV

>Makan tambahan bagi
operator computer/ pengetik
>Makan/minum Cuma-Cuma
bagi pegawai restoran

15. Pembebasan yang masa
manfaatnya> 1 tahun, dengan
cara penyusutan sesuai pasal
11 UU No 10 Tahun 1994

Pasal 6 (1) UU PPh

16. Cuti pegawai:
a. Diberikan uang cuti
b. Tunjangan cuti

PPh Ps 21

Penjelasan Ps 6 (1)
huruf a UU PPh

17. Perjalanan dinas pegawai:

a. Didukung bukti-bukti yang
sah/ dipertanggungjawabkan
b. Lumpsum (tidak didukung
bukti)

c. Lumpsum dianggap honor

S-260/PJ.313/1998
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pegawai

d. Honor/ uang saku

e. Fiskal luar negeri dibayar
perusahaan, merupakan PPh
Pasal 25, dibayar dengan
SSP, ditulis nama pegawai,
nama perusahaan dengan
NPWP perusahaan atau
dengan Tanda Bukti FLN

f. Biaya piknik atau rekreasi

PPh Ps 21

PPh Ps 21

18. Bonus atas prestasi kerja
yang dibebankan pada tahun
berjalan

PPh Ps 21

KEP-545/PJ/2000

19. Pembagian bonus,
tantiem, gratifikasi,
jasaproduksi yang
dibebankan ke laba ditahan
(R/E)

PPh Ps 23
(kepada
pemegang
saham)

Pasal 9 (1) UU PPh
SE-11/PJ.42/1992

20. Biaya seminar, penataran,
kursus (pendidikan) di dalam
negeri

Pasal 6 (1) UU PPh

21. Honor/ uang saku
pegawai yang mengikuti
seminar, dsh

PPh Ps 21

Pasal 6 (1) UU PPh

22. Beasiswa:

a. Ada ikatan kerja dengan
perusahaan

b. Tidak ada ikatan dengan
perusahaan (sumbangan)

PPh Ps 21

KEP-545/PJ/2000
Pasal 9 (1) UU PPh

23. Sumbangan ke karyawan
dalamb entuk uang

PPh Ps 21

Penjelasan Ps 6 (1)
huruf a UU PPh

24. Kendaraan perusahaan
yang dibawa pulang &
dikuasai pegawai:

a. Penyusutan

b. Biaya reparasi

c. Bahan baker/ oli, dsb.

Dibayarkan
50%

KEP-220/PJ/2002

25. Kendaraan atau bus untuk
antar jemput pegawai

a. Penyusutan

b. Pemeliharaan

Dibiayakan
seluruhnya

KEP-220/PJ/2002

26. Handphone, voucher/
pengisisan pulsa HP, terkait
dengan jabatan & pekerjaan

Dibiayakan
50%

KEP-220/PJ/2002
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27. Mess untuk transit,
pendidikan (sementara):
a. Biaya penyusutan

b. Biaya eksploitasi

28. Sewa rumah pegawai
yang tidak diberikan
tunjangan sewa minimal
sebesar sewa rumah tersebut

PPh 4 (2)

29. PPh sewa rumah dibayar
perusahaan

Penjelasan Ps 6 (1)
huruf a UU PPh

30. Diberikan uang sewa
rumah

PPh Ps 21

31. Upah pesangon
a. Dibayar bulanan/ berkala
b. Dibayar sekaligus

PPh Ps 21
PPh Ps 21-
final

KEP-545/PJ/2000

32. Upah harian, satuan,
mingguan, borongan ke
orang pribadi

2|2

PPh Ps 21

KEP-545/PJ/2000

33. Imbalan ke pegawai yang
merupakan pemegang saham
a. Gaji yang wajar

b. Imbalan diatas kewajaran
c. Dividen terselubung,
berupa:

>Premi asuransi jiwa
>Biaya listrik, telpon rumah
pribadi

>Biaya pemeliharaan mobil
pribadi

> PBB rumah pribadi
>Pengeluaran perusahaan
untuk keperluan langsung
karyawan/ pemegang saham
>Pembagian laba secara
langsung/ tidak langsung

PPh Ps 21

PPh Ps 23

PPh Ps 23

Pasal 9 (1) UU PPh

Pasal 9 (1) huruf a
UU PPh

34. Gaji yang dibayarkan
keanggota/ sekutu
persekutuan, CV, Firma

Pasal 9 (1) huruf j
UU PPh

35. Beban Bunga

a. Biaya bunga untuk
memperoleh penghasilan
yang merupakan objek pajak
b. Bunga atas pinjaman yang
digunakan untuk membeli
saham yang sudah beredar
atau untuk melakukan

Pasal 6 (1) UU PPh
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akuisisi saham milik
pemegang saham
(penyerahan dalam negeri),
bagi PTDN, BUMN/D,
Koperasi, Yayasan :
>Dibebankan pada tahun
yang bersangkutan
>Dikapitalisasi pada harga
perolehan investasi saham

c. Biaya bunga atas pinjaman
untuk melakukan penyertaan
pada perusahaan yang baru
didirikan atau mengambil
right issue

d. Biaya bunga selama masa
konstruksi, tidak boleh
dibebankan pada tahun yang
bersangkutan, tetapi
menambah harga perolehan
aktiva tetap

e. Biaya bunga jika ada
penghasilan bunga deposito/
tabungan yang sudah
dikenakan PPh Final, tak
semua biaya bunga dapat
dibebankan

f. Biaya bunga atas pinjaman
untuk keperluan pribadi

g. Pembayaran bunga:

>ke bank-bank di Indonesia
>kebukan bank

>ke WPLN non tax treaty
>ke WPLN tax treaty

>ke pemegang saham/
hubungan istimewa dalam
harga wajar

>kepemegang saham/
hubungan istimewa dalam
harga tidak wajar (selisihnya)

2. 2l 2 =2

PPh Badan

PPh Ps 23
PPh Ps 26

SKDPPh26
PPh Ps 23
PPh Ps 23

PP No 138/2000

SE-20/PJ.42/1994 jo
S-217/PJ.42/1994

PP No 138/2000
SE-46/PJ.4/1995
Pasal 9 (1) UU PPh

36. Beban sewa selain tanah
dan/ atau bangunan ke

PPh Ps 23

Pasal 6 UU PPh
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WPDN

37. Sewa tanah dan /atau
bangunan ke WPDN

Pasal 9 (1)
PP No 138/2000

38. Biaya royalty

Pasal 6 UU PPh

a. ke WPDN v PPh Ps 23

b. ke WPLN non tax treaty \ PPh Ps 26

c. ke WPLN tax treaty \ SKDPPh26

39. Jasa manajemen WPDN, N PPh Ps 23 Pasal 6 UU PPh

pemberian jasa dengan ikut KEP-305/PJ/2001

serta secara langsung

melaksanakan manajemen

40. Jasa teknik WPDN, N PPh Ps 23 Pasal 6 UU PPh

pemberian jasa dalam bentuk KEP-305/PJ/2001

pemberian informasi yang

berkenaan dengan

pengalaman di bidang:

industri, perdagangan, ilmu

pengetahuan

41. Jasa konstruksi: V PPh Ps 23 PP No 140/2000

a. Jasa pelaksanaan kontruksi KEP-305/PJ/2001

b. Jasa pengawasan Deductible bila

konstruksi dilakukan oleh

C. Jasa perencanaan pengusaha kontruksi

konstruksi besar (omset diatas
1M)

42. Jasa konsultan, selain \ PPh Ps 23 KEP-305/PJ/2001

konsultan konstruksi

43. Pembayaran jasa ke LN,

seluruh pekerjaan dilakukan

di LN

a. Negara non tax treaty \ PPh Ps 26

b. Negara tax treaty \ SKD PPh 26

44. Beban Litbang (R&D)

dalam jumlah yang wajar

untuk menemukan teknologi/

system baru bagi

pengembangan perusahaan

a. Dilakukan di Indonesia v PPh Ps 26 Ps 6 (1) huruf f UU

b. Dilakukan di LN PPh

45. Sanksi perpajakan: Ps 9 (1) huruf k UU

denda, bunga, kenaikan PPh

46. PBB untuk v Ps 6 UU PPh

tanah/bangunan pabrik/
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kantor

47. PBB untuk
tanah/bangunan milik pribadi

Ps 9 (1) UU PPh

48. Pajak masukan yang
tidak dapat dikreditkan:

a. Perolehan BKP/JKP sesuai
Ps 6

b. Masa manfaat> 1 tahun
dengan penyusutan

c. Perolehan BKP/JKP sesuai
PSs 9

d. FP Standar yang tidak
lengkap, tidak benar atau
cacat sepanjang dapat
dibuktikan telah dibayar

PP No 138/2000

49. Biaya entertainment:
a. Tidak dibuat daftar
nominatif

b. Dibuat daftar nominatif:
nomor urut, jenis, nama
tempat, alamat&jumlah
entertainment diberikan,
relasi: nama, posisi, nama
&jenis perusahaan

SE-27/P122/1986

50. Keperluan pegawai
dibayar perusahaan

Penjelasan Ps 4 (3)
huruf g jo Ps 9(1)
huruf a UU PPh

51. Biayapromosi:
a. Didukung bukti yang sah
b. Tidak didukung bukti

52. Piutang tidak tertagih

a. Penyisihan

b. Sesuai Ps 6 (1) huruf h UU
PPh

Ps 9 (1) huruf c
Ps 6 (1)

53. Rugi selisih kurs:
a. Kurs tengah Bl akhir tahun
b. Pada waktu pembayaran

Ps 6 (1) hurufe UU
PPh

54. SGU tanpa hak opsi,
pembayaran SGU

2|12 2

PPh Ps 23

KEP-305/PJ/2001
KMK1169/KMK.01/
1991

56. SGU dengan hak opsi:
a. Penyusutan aktiva SGU
b. Bunga SGU

c. Jumlah pembayaran SGU

KMK1169/KMK.01/
1991
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57. Beban alat tulis kantor

Ps 6 UU PPh

58. Macam-macam biaya:
a. Tidak diperinci

b. Diperinci

59. Sumbangan

a. Sumbangan social

b. Biaya beasiswa dalam
rangka GN-OTA yang
dikeluarkan perusahaan
c. Sumbangan bencana
Tsunami Aceh &Sumut

Ps 9 (1) UU PPh
SE-33/P1421/1996

KMK
609/KMK.03/2004

Sumber : Freddy (2014)




BAB I11
METODA DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Jenis dan Lokasi

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut
Creswell (2016) “penelitian kualitatif bersifat subjektif peneliti melakukan
interaksi secara langsung terhadap objek yang ditelitinya, bahasanya informal dan
prosesnya induktif serta desainnya dapat berkembang.”

Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes Sehati Desa Margorejo Kecamatan Jati

Agung Lampung Selatan.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.2.1 Jenis data

Jenis data yang diperoleh dalam laporan akhir ini adalah data kuantitatif dimana
data laporan akhir ini langsung diperoleh dari BUMDes Sehati antara lain laporan

laba rugi tahun 2021,2020,2019.

3.2.2 Sumber data

Dalam laporan akhir ini penulis menggunakan sumber data antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari observasi langsung dengan
mewawancarai secara langsung narasumber yang berkompeten dalam BUMDes

untuk menghasilkan data-data yang relevan.
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2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen BUMDes,
dan litelatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data ini bersumber

langsung dari BUMDes maupun luar BUMDes.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam laporan akhir ini adalah:

1. Studi Pustaka vyaitu data yang diambil bersifat teoritis, dengan cara
mempelajari buku-buku dan sumber lain yang relevan dan erat kaitannya
dengan laporan akhir ini.

2. Studi Lapangan yaitu observasi langsung dengan cara melakukan praktik
lapangan kerja (PKL) ketempat yang menjadi objek laporan akhir.

3. Studi Dokumentasi yaitu dengan Teknik pengumpulan data yang di dapat
dengan cara pengumpulan data dari dokumen-dokumen BUMDes

4. Wawancara Yyaitu dengan Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan
komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang memiliki hak serta
kewenangan dalam memberikan informasi yang dilakukan

5. Internet searching yaitu dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari

internet guna menambah serta pelengkap ieferensi penulis.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun laporan
akhir ini, penulis melakukan praktik kerja lapangan di BUMDes Sehati Desa

Margorejo Kecamatan Jati Agung Lampung selatan dan waktu praktik kerja yang
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dilakukan dalam satu periode yaitu dari tanggal 24 januari 2022 sampai dengan 4

maret 2022.

3.4.2 Gambaran Umum BUMDes

3.4.2.1 Profil Singkat BUMDes Sehati

Desa Margorejo merupakan salah satudesa di Kecamatan Jati Agung Kabupaten
Lampung Selatan yang sangat memperhatikan keberadaan BUMDes, Melalui
musyawarah desa maka pada tanggal 06 oktober 2015 terbentuklah BUMDes
Sehati. BUMDes ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan
Desa. BUMDes Sehati adalah wahana usaha bagi Desa Margorejo, dengan jenis
usaha yang ditawarkan berupa Jasa, Sewa, Dagang. Dengan berbagai jenis usaha
yang ditawarkan dapat dinilai bahwa BUMdesa Sehati termasuk BUMDes yang
sangat aktif dan berkembang. BUMDes Sehati merupakan pilar kegiatan ekonomi
masyarakat Desa Margorejo yang memiliki fungsi sebagai Lembaga sosial dan
komerisal. BUMDes sebagai Lembaga sosial berpihak kepada kepentingan
masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial sedangkan
sebagai Lembaga komerisal bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran
sumberdaya lokal (barang dan jasa). Dalam menjalankan usahanya prinsip
efisiensi dan efektifitas selalu ditekankan BUMDes Sehati. BUMDes Sehati
dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan

kesepakatan masyarakat desa margorejo.

BUMDes diatur melalui Peraturan Derah (Perda) sebagaimana dinyatakan

didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah



Pasal 213 menyebutkan bahwa :

(1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan
potensi desa.

(2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

(3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan
pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Tentang BUMDes ini di atur pula dalam Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014

Tentang Desa pasal 28

(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.

(2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

(3) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan

umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 88 yang

berbunyi :

(1) Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa.

(2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Desa.
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3.4.2.2 Struktur Organisasi BUMDes Sehati

Gambar 3.1
Struktur Organisasi BUMDes Sehati
Tahun 2021
PENGAWAS BPD KOMISARIS
MUJIYANTO BERTO JULIAN
DIREKTUR
MAFTUCHIN,
S.PD
SEKERTARIS BE:\I'\ADIQ'XA[‘)F;A
ANAMARIA
NUGROHO
UNIT USAHA UNIT USAHA UNIT USAHA
DAGANG SEWA JASA
L SUHARI 1. RIOWALI 1.SUBARDI
5 LARAS 2. SUGENG 2 FATIMAH
PATMAWATI

Deskripsi Jabatan

Tugas dan tanggungjawab masing-masing dari bagian atau posisi dalam struktur

pengurus BUMDes Sehati Margorejo adalah sebagai berikut:

a. Pengawas BPD
1) Memberikan nasehat dan pengarahan kepada Komisaris dalam menjalankan
tugasnya.

2) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Komisaris
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3) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan BUMDes bersama Kepala
Desa;

4) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja BUMDes

5) Meminta Laporan Rincian Neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas
pelaksanaan kegiatan bumdes baik usaha yang berbadan hukum privat dan
tidak berbadan hukum privat.

6) Meminta Laporan PertanggungJawaban Pelaksana Operasional setiap akhi
rtahun.

b. Komisaris BUMDes

1) Memberikan nasehat dan pengarahan kepada Direksi dalam menjalankan
tugasnya.

2) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan
tanggungjawabnya.

c. Direktur BUMDes

1) Memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUMDes.

2) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik
Desa dengan persetujuan Komisaris/Pembina BUMDes.

3) Menyetujui anggaran tahunan BUMDes.

4) Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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6)
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Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes
akhir tahun kepada komisaris/kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan
hukum maupun usaha yang berbadan hukum privat.

Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan Bumdes secara berkala

kepada komisaris dan pengawas Bumdes;

d. Sekertaris BUMDes

1)

2)

3)

4)

5)

€.

1)

2)

3)

4)

Melaksanakan tugas ke sekretarisan untuk mendukung kegiatan Direktur.
Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.
Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap
unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes).
Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas
pengelola unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Bendahara BUMDes
Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit
usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes).
Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Mengelola gaji dan insentifpengurus unit usaha pengelola belanja dan

pengadaan barang/jasa unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
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5) Pengelola penerima keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes).

6) Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes).

7) Melapokan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat
dipertanggungjawabkan dan menunjukan kondisi keuangan dan kelayakan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesungguhnya.

8) Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah

9) Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur.

3.4.2.3 Visi dan Misi BUMDes Sehati

1. Visi BUMDes Sehati adalah sebagai berikut:

Dalam rangka memperkuat pendapatan desa untuk meningkatkan kesejahteraan
desa dengan cara menampung seluruh kegiatan perekonomian yang didasarkan

pada kebutuhan dan potensi desa

2. Misi BUMDes Sehati adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa.
b. Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa.

¢. Mengumpulkan modal usaha dari berbagai sumber.

d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

e. Meningkatkan pengelolaan asset desa yang ada



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, sesuai
pengamatan dan informasi yang diperoleh pada saat kegiatan praktik kerja

lapangan (PKL). Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

BUMDes Sehati merupakan Badan Usaha yang bergerak dibidang jasa, dagang
dan sewa dengan harapan BUMDes Sehati dapat menjadi tulang punggung
masyarakat desa margorejo sehingga BUMDes Sehati berperan penting dalam
perkembangan dan kesejahteraan Desa Margorejo dalam perkembangan dan
kesejahteraan masyarakat Desa pajak merupakan instrument penting karena pajak
memiliki fungsi sebagai redistribusi pendapatan yang bertujuan untuk menekan
tingkat kesenjangan sosial. Namun fakta dilapangan BUMDes Sehati kurang
memiliki pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan sehingga
administrasi perpajakan pada BUMDes Sehati belum dilaksanakan dengan

maksimal.

5.2 Saran

Saran bagi BUMDes Sehati, dalam perhitungan akuntansi pajak untuk
berpedoman dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan terbaru agar
penyajian laporan keuangan yang disusun BUMDes Sehati dapat mengikuti

perkembangan atas pembaharuan peraturan perpajakan sehingga BUMDes dapat
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menerapkan akuntansi pajak penghasilan dengan tepat. Dengan adanya laporan
akhir ini, penulis berharap bisa menjadi gambaran mengenai Tata cara
perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan dapat melakukan kewajiban sebagai

Wajib Pajak.



DAFTAR PUSTAKA

Creswell, John W. 2016. Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif,
Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta :
Pustaka pelajar.

Direktur Jenderal Pajak. 2010. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE
09/PJ.42/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya
Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020
Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dalam Negeri.
Sekertariat Negara. Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi
Peraturan. Sekertariat Negara. Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
Sekertariat Negara. Jakarta

Milson, Freddy. 2014. Daftar Koreksi Fiskal. Scribd. Diakses pada 15 Maret 2022
melalui https://www.scribd.com/doc/214444641/DAFTAR-KOREKSI-
FISKAL

Mustagien. 2014. Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di
Indonesia.” In Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di
Indonesia, ed. Ibnu Teguh. buku litera yogyakarta, 38.

Pohan, Chairil Anwar 2013. Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan
Pajak dan Bisnis, Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Jakarta : Gramedia
Pustaka.

Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.



	hal orisinil dan pengesahan.pdf (p.2)

